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BAB I   
PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Konsep dasar filosofis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 

adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga 

negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk 

warga negara dan sebagai daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada 

setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. Peraturan yang sebenarnya 

adalah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negara, 

maka yang memerintah negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil. 

Dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasarkan atas hukum  bukan kekuasaan 

belaka serta pemerintahan negara berdasarkan pada konstitusi yang berpaham 

konstitusionalisme, tanpa hal tersebut sulit disebut sebagai negara hukum. 

Supremasi hukum harus mencakup tiga ide dasar hukum, yakni keadilan, 

kemanusiaan, dan kepastian. Oleh karena itu di negara hukum tidak boleh 

mengabaikan rasa keadilan masyarakat.1 

Negara hukum merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, 

namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang. Negara Hukum 

merupakan esensi yang menitikberatkan pada tunduknya pemegang kekuasaan 

negara pada aturan hukum. Hal ini berarti alat-alat negara mempergunakan 

kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang 

ditentukan dalam hukum itu. Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari 

istilah “rechtsstaat”. Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia 

adalah the rule of law, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. 

Notohamidjojo menggunakan kata-kata “maka timbul juga istilah negara hukum 

atau rechtsstaat.” 

Indonesia sebagai Negara hukum menurut Jum Anggriani diartikan 

“bahwa segala kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat harus 

didasarkan atas hukum. Hal ini berarti hukum mempunyai kedudukan yang tinggi 

dan setiap orang baik pemerintah ataupun warga Negara harus tunduk terhadap 

hukum”. Makna yang tersirat dalam negara hukum tersebut menunjukkan hukum 

selalu ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan dalam hukum itu sendiri 

terkandung hak, kewajiban dan larangan yang berfungsi untuk :  

                                                           
1 Majda El. Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Kencana, 

Jakarta, 2005, hlm. 1.  
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1. Sarana Social Control yang bertujuan untuk memberikan suatu batasan tingkah 

laku masyarakat yang menyimpang dan akibat yang harus diterima dari 

penyimpangan itu. Misalnya, membuat larangan-larangan, tuntutan, pemberian  

ganti rugi dan sebagainya; 

2. A Tool of Social Engineering yang bertujuan untuk menciptakan perubahan-

perubahan dalam masyarakat menuju kemajuan yang terencana. Artinya, untuk 

menata kembali kehidupan masyarakat secara terencana sesuai tujuan 

pembangunan bangsa;  

3. Simbol yang bertujuan untuk menyederhanakan rangkaian tindakan atau 

peristiwa tertentu, sehingga mudah diperoleh pengertian yang bersifat umum;  

4. Alat Politik yang bertujuan untuk memperkokoh kekuasaan politik atau 

mengefektifkan pelaksanaan kekuasaan negara;  

5. Sarana Penyelesaian Sengketa yang bertujuan untuk menyelesaikan setiap 

konflik atau sengketa yang terjadi dalam masyarakat, sehingga tercipta 

keteraturan dan ketentraman hidup;  

6. Sarana Pengendalian Sosial yang bertujuan untuk mengendalikan masyarakat 

secara terencana, agar kehidupan sosial masyarakat dapat terkendali sesuai 

peraturan hukum yang berlaku; dan  

7. Sarana Pengintegrasian Sosial yang bertujuan untuk mengurangi konflik yang 

terjadi dan memperlancar proses interaksi pergaulan sosial. Artinya, hukum 

menjadi sarana untuk menciptakan keserasian berbagai kepentingan 

masyarakat, sehingga proses pergaulan hidup berlangsung dengan tertib dan 

lancar. 

Negara Indonesia adalah negara hukum, termuat dalam Pasal 1 Ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonsia Tahun 1945 (selanjutnya disebut 

UUD 1945) perubahan ke-4. Ketentuan Pasal tersebut merupakan landasan 

konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum 

ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara (supremacy of law). Ketentuan ini berasal dari Penjelasan 

UUD 1945 yang “diangkat” ke dalam UUD 1945. Unsur konsepsi negara hukum 

yang berasal dari tradisi Anglo Saxon (the rule of law) di dalam UUD 1945 terlihat 

dari Pasal 27 ayat (1) yang menegaskan bahwa “Segala warga negara bersamaan 

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”2 

Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana yang 

merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, 
                                                           

2 Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara, Edisi Pertama, Graha Ilmu, 
Yogyakarta, 2012, hlm. 37.  
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yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil 

mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana 

(sanksi), sedangkan hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum 

pidana materiil. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Perundang-undangan pidana diluar 

KUHP, seperti Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang Terorisme, dll. 

Sedangkan pengaturan hukum pidana formil dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Perundang-undangan 

lainya seperti Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang 

Pemasyarakatan, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang 

Sistem Peradilan Anak, dll. 

Negara-negara komunis atau negara otoriter memiliki konstitusi tetapi 

menolak gagasan tentang konstitusionalisme sehingga tidak dapat dikatakan sebagai 

negara hokum dalam arti sesungguhnya. Bahwa negara hukum adalah unik, sebab 

negara hendak dipahami sebagai suatu konsep yang unik karena tidak ada konsep 

lain. Dalam negara hukum nantinya akan terdapat satu kesatuan sistem hukum yang 

berpuncak pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Negara tidak ikut campur tangan secara banyak terhadap urusan dan 

kepentingan warga negara. Namun seiring perkembangan zaman, negara hukum 

formil berkembang menjadi negara hukum materil yang berarti negara yang 

pemerintahannya memiliki keleluasaan untuk turut campur tangan dalam urusan 

warga negara dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggungjawab terhadap 

kesejahteraan rakyat. Negara bersifat aktif dan mandiri dalam upaya membangun 

kesejahteraan rakyat. 3 

Tujuan utama dalam suatu proses di muka pengadilan adalah untuk 

memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi, setiap 

putusan yang dijatuhkan hakim belum tentu dapat menjamin kebenaran secara 

yuridis, karena putusan itu tidak lepas dari kekeliruan dan kekhilafan, bahkan tidak 

mustahil bersifat memihak. Agar kekeliruan dan kekhilafan itu dapat diperbaiki, 

maka demi tegaknya keadilan terhadap putusan hakim itu dimungkinkan untuk 

diperiksa ulang. Cara yang tepat untuk dapat mewujudkan kebenaran dan keadilan 

itu adalah dengan melaksanakan upaya hukum. Upaya hukum adalah hak terdakwa 

atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa 

perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan 

permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam 

KUHAP, upaya hukum terdiri dari upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. 
                                                           

3 Jhony Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media, 
Surabaya, 2005,  hlm.1. 
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Tujuan hukum berhubungan dengan kesejahteraan dan keadilan manusia, 

sebenarnya yang mempunyai tujuan adalah manusia dan hukum hanya sebagai alat 

manusia untuk mencapai tujuan, namun karena manusia dan hukum tidak dapat 

dipisahkan maka dikatakan tujuan hukum. Agar peraturan-peraturan hidup 

kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, 

maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa 

dengan demikian hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang 

supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas 

(berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhinya.4 

Proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan hukum yang berlaku di 

Indonesia saat ini dilakukan dalam suatu sistem peradilan pidana. Sistem peradilan 

pidana kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukan mekanisme kerja dalam 

penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Sistem 

peradilan pidana hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana, oleh 

karena itu sistem peradilan pidana sangat terkait erat dengan perundang-undangan 

pidana itu sendiri, baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil. Dalam 

hal sistem peradilan pidana adalah merupakan bentuk perwujudan penegakan 

hukum.5 

Proses apapun mengenai tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan 

acara ringan undang-undang tidak menjelaskan tetapi undang-undang menentukan 

patokan dari segi ancaman pidananya. Ukuran yang menjadi patokan menentukan 

sesuatu perkara diperiksa dengan acara ringan, secara umum ditinjau dari ancaman 

tindak pidana yang didakwakan paling lama 3 bulan penjara atau kurungan dan atau 

denda paling banyak Rp. 7.500,00 tanpa mengurangi pengecualian terhadap tindak 

pidana ringan. Putusan dalam pemeriksaan perkara acara tindak pidana ringan tidak 

dibuat secara khusus dan tersendiri seperti putusan perkara dengan acara biasa, juga 

putusan tersebut tidak dicatat dan disatukan dalam berita acara sidang seperti yang 

berlaku dalam perkara pemeriksaan dengan acara singkat. Putusan dalam perkara 

tindak pidana ringan cukup berupa bentuk “catatan”, yang sekaligus berisi amar 

putusan berbentuk “catatan dalam daftar catatan perkara”. 

Mengenai sifat putusan dalam acara ini, disebutkan dalam Pasal 205 ayat 

(3) yang menegaskan antara lain “ Pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada 

tingkat pertama dan terakhir”. Pengadilan Negeri dalam memutus perkara dengan 

acara tindak pidana ringan sekaligus bertindak sebagai peradilan instasi pertama dan 

tingkat banding, karena itu putusan tersebut tidak dapat diajukan permintaan 

                                                           
4 Suharto dan Jonaedi Efendi, Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara 

Pidana, Prenada Media Grup, Jakarta, 2009, hlm. 19. 
5 Ibid., hlm. 78-81. 
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banding. Kebenaran putusan tersebut tidak dapat diuji oleh peradilan tingkat 

banding, jika terdakwa keberatan atas putusan maka upaya hukum yang dapat 

ditempuh mengajukan permintaan kasasi sesuai dengan ketentuan Pasal 244, sebab 

sesuai dengan ketentuan ini terhadap putusan pidana yang diberikan pada tingkat 

terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau 

penuntut umum dapat mengajukan pemeriksaan kasasi.6 

Dalam penjelasan umum alinea terakhir ditegaskan, KUHAP memuat pula 

hukum acara pidana Mahkamah Agung setelah dicabutnya Undang-undang 

Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1951 oleh Undang-undang No. 13 Tahun 1965. 

Berarti pemeriksaan perkara pidana oleh Mahkamah Agung pada peradilan kasasi, 

mempergunakan ketentuan yang diatur dalam KUHAP sebagai hukum acara, seperti 

yang diatur dalam Bagian Kedua Bab XVII, mulai dari Pasal 244 sampai dengan 

Pasal 258. Sebenarnya apa yang diatur dalam Pasal 244 samapi dengan Pasal 258 

KUHAP, adalah peraturan pelaksanaan dari Pasal 10 ayat (3) Undang-undang No 14 

Tahun 1970, menegaskan : “Terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat 

terakhir oleh pengadilan-pengadilan lain Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta 

kepada Mahkamah Agung”.7Sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 10 ayat (3) tadi 

“Mahkamah Agung merupakan peradilan tingkat terakhir (kasasi) bagi semua 

lingkungan peradilan”. 

Upaya kasasi adalah hak yang diberikan kepada terdakwa maupun kepada 

penuntut umum. Tergantung pada mereka untuk mempergunakan hak tersebut, 

seandainya mereka dapat menerima putusan yang dijatuhkan dapat 

mengesampingkan hak itu tetapi apabila keberatan atas putusan yang diambil, dapat 

memperrgunakan hak untuk mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah 

Agung. Berbarengan dengan hak mengajukan permintaan kasasi yang diberikan 

undang-undang kepada terdakwa dan penuntut umum, dengan sendirinya hak itu 

menimbulkan “kewajiban” bagi pejabat pengadilan untuk menerima permintaan 

kasasi, tidak ada alasan untuk menolak. Apakah permohonan itu diterima atau 

ditolak, bukan wewenang Pengadilan Negeri untuk menilai, sepenuhnya menjadi 

wewenang Mahkamah Agung.8 

Mahkamah Agung merupakan lembaga Negara dan pengadilan Negara 

tertinggi, idealnya juga hanya mengadili perkara yang sangat fundamental, bentuk 

tindak pidana yang berat serta mempunyai nilai objek perkara yang tinggi. 

                                                           
6 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Prenada Media Grup, 

Jakarta, 2010, hlm. 2. 
7 Ibid., hlm. 5-6. 
8 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar 

Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 422. 
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Persoalannya untuk menentukan standart perkara yang fundamental indikatornya 

sangat sulit dan relatif, apalagi menyangkut harga diri. Peraturan perundang-

undangan telah berusaha memberikan mengatur pembatasan upaya hukum baik 

formil maupun substansial, namun pada akhirnya terbentur pada hak asasi setiap 

pencari keadilan dalam upaya memperoleh keadilan. Adapun pengaturan 

pembatasan upaya hukum sebagaimana diatur menurut ketentuan Undang-Undang 

No. 5 Tahun 2004 Pasal 45A “Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili 

perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh 

Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya”.9 

Kasasi berasal dari bahasa Perancis yaitu Cassation yang berarti 

membatalkan atau memecahkan putusan pengadilan, karena dianggap mengandung 

kesalahan dalam penerapan hukum, yang tunduk pada kasasi hanyalah kesalahan-

kesalahan di dalam penerapan hukum saja.10 Kasasi menjadi salah satu upaya hukum 

yang diberikan kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum bila keberatan terhadap 

putusan pengadilan yang dijatuhkan kepadanya, upaya hukum umumnya dilakukan 

setelah adanya putusan banding tetapi khusus putusan bebas (vrijspraak), terutama 

yang bebas murni (zuivere vrijspraak) dapat dikasasi langsung setelah putusan 

pengadilan tingkat pertama. Peraturan perundang-undangan telah berusaha 

memberikan mengatur pembatasan upaya hukum baik formil maupun substansial, 

namun pada akhirnya terbentur pada hak asasi setiap para pencari keadilan dalam 

upaya memperoleh keadilan. 

Kasasi bertujuan memeriksa sejauh mana penerapan hukum yang 

dilaksanakan oleh pengadilan yang memutuskan sebelumnya (judex factie) apakah 

telah terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim pengadilan sebelumnya telah 

memutus perkara dengan melampaui kekuasaan kehakiman yang dimilikinya, atau 

hakim yang memutuskan  sebelumnya itu nyata keliru atau khilaf dalam menerapkan 

aturan hukum mengenai perkara bersangkutan, maka dalam pengertian seperti itulah 

yang dimaksudkan mengapa kasasi bisa langsung diajukan atas putusan bebas 

(vrijspraak) oleh hakim pengadilan negeri.11 

Alasan dan syarat kasasi menurut KUHAP Pasal 253 ayat (1) jo Pasal 248 

ditentukan ada 3 (tiga), yaitu : (1) apakah benar suatu peraturan hukum tidak 

diterapkan sebagaimana mestinya, (2) apakah benar cara mengadili tidak 

dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan (3) apakah benar pengadilan 

(judex factie) telah melampaui batas kewenangannya. Tujuan pengadilan kasasi itu 

sendiri sesungguhnya untuk menjamin terciptanya kesatuan penerapan hukum, suatu 

                                                           
9 Ibid., hlm. 430-431. 
10 Ibid., hlm. 534-535. 
11 Yahya Harahap, Op.Cit., hlm. 537-538. 
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fungsi yang membuatnya berbeda dari pengadilan tingkat bawah. Melalui fungsi ini 

Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat akhir berwenang untuk memeriksa 

dan mengawasi apakah penerapan hukum dari putusan pengadilan bawahan sudah 

tepat (judex jurist) sehingga menghindarkan terjadinya inkonsistensi. Prakteknya, 

pijakan Mahkamah Agung dalam memutus perkara telah bergeser dari masalah 

judex jurist ke masalah judex factie. Mahkamah Agung lebih memilih untuk 

memastikan penyelesaian permasalahan hukum melalui perkara individual 

dibandingkan dengan menjaga kesatuan penerapan hukum secara nasional demi 

meningkatkan kepastian dan keadilan bagi orang banyak.12 

Hak asasi manusia menjadi bahasan penting setelah Perang Dunia II dan 

pada waktu pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945, istilah HAM 

menggantikan istilah Natural Rights. Hal ini karena konsep hukum alam yang 

berkaitan dengan hak-hak alam menjadi suatu kontroversial. Hak asasi manusia yang 

dipahami sebagai natural rights merupakan suatu kebutuhan dari realitas social yang 

bersifat universal, dalam perkembangannya telah mengalami perubahan-perubahan 

mendasar sejalan dengan keyakinan dan praktek-praktek social di lingkungan 

kehidupan masyarakat luas. Pembahasan HAM terbatas dalam konteks sistem 

peradilan pidana (criminal justice system) yang berada dalam kerangka jaringan 

sistem peradilan yang mendayagunakan hukum pidana materil dan hukum pidana 

formil kiranya tidak akan memperoleh gamabaran menyeluruh dan sistemik, 

sehingga perlu dikaji secara utuh, hak dan kewajiban serta etika penguasa dalam 

memperlakukan pelaku tindak pidana, tata cara mengajukan keberatan sampai perlu 

dengan kerjasama. 

Di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia Pasal 17 Hak Memperoleh Keadilan “Setiap orang, tanpa diskriminasi, 

berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, 

dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili 

melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara 

yang menjamin memperoleh putusan yang adil dan benar”. Dalam rangka 

menegakkan butir-butir hak asasi manusia tersebut, telah diatur pula kewajiban 

orang lain untuk menghormati hak asasi orang lain serta tanggung jawab Negara atas 

tegaknya hak asasi manusia, khususnya memperoleh keadilan, diatur dalam Pasal 

28A sampai Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Salah satu esensi pokok tugas penegakan hukum adalah tegaknya hukum dan 

keadilan, maka keadilan itu memiliki sesuatu nilai dan rasa yang bersifat realatif dan 

                                                           
12 Muladi, Hak Asasi Manusia, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 99. 
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apa yang adil bagi seseorang atau suatu kelompok belum tentu dirasakan adil bagi 

orang lain. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaturan pembatasan kasasi dalam sistem peradilan pidana di 

Indonesia ? 

2. Bagaimana pembatasan kasasi tindak pidana ringan dalam perspektif HAM ? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

1.3.1 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pembatasan 

kasasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. 

1.3.2 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pembatasan 

kasasi tindak pidana ringan dalam perspektif HAM. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1.4.1 Teoritis   

Diharapkan dapat memperkaya khasanah Ilmu Hukum terutama pada ilmu 

hukum pidana yang berkaitan dengan pembatasan kasasi dalam tindak pidana 

ringan, sehingga dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengembangan teori di 

bidang hukum. 

1.4.2 Praktis  

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu rujukan untuk 

mengetahui penyelenggaraan pemerintah yang baik dan berjalan dengan semestinya 

dan sebagai referensi bagi pembaca dan masyarakat luas sehingga dapat mengetahui 

peran kasasi dalam suatu peradilan pidana. 

1.5  Metode Penelitian 

1.5.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

hukum normative (Normative legal research). Menurut Peter Mahmud Marzuki 

“penelitian hukum berfungsi untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip 

hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang 
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dihadapi.13 Penelitian hukum normatif hanya meneliti norma hukum yang ada, tanpa 

melihat praktik di lapangan”. 

 

1.5.2 Metode Pendekatan 

Untuk memecahkan suatu permasalahan hukum perlu adanya penelitian 

hukum yang dimana penelitian tersebut memerlukan pendekatan-pendekatan yang 

berfungsi sebagai pedoman atau landasan untuk menyusun sebuah argument yang 

tepat. Adapun pendekatan-pendekatan yang ada dalam penelitian hukum yaitu : 

a) Pendekatan Perundang-undangan ( Statute Approach ) 

Pendekatan perundang-undangan merupakan metode yang meneliti semua 

undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diangkat 

dalam penelitian ini. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan 

undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari 

konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang 

lainnya atau antara undang-undang. 

b) Pendekatan Konseptual ( Conceptual Approach ) 

Pendekatan ini lebih bertumpu pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin 

yang berkembang di dalam ilmu hukum, pendekatan ini penting karena 

terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum tersebut 

dapat menjadi tumpuan atau acuan dalam mendasari argumentasi hukum ketika 

menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin 

tersebut akan memberikan ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian 

hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan 

permasalahan. 

c) Pendekatan Kasus (Casse Approach) 

pendekatan kasus agar sedapat mungkin mengetahui dan memahami fakta 

materil yang berada dalam putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap. 

 

1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer  

Merupakan jenis bahan hukum yang merupakan bahan berupa peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan judul yang dipakai dalam 

penelitian ini. Bahan hukum tersebut antara lain : 

1. Peraturan perundang-undangan : 

(a)  Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

                                                           
13 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 35.  
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(b)  Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(c)  Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(d)  Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

(e)  Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 

dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agung 

(f)  PERMA No. 2 Tahun 2012 

b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat, 

tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan 

pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang 

tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana akan mengarah. 

Yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder disini oleh penulis adalah 

doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet. 

c. Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder, seperti halnya kamus, ensiklopedi, dan lain-lain. 

 

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik Pengumpulan bahan hukum dilaksanakan dengan cara penelitian 

kepustakaan ( library research ) atau disebut juga dengan studi dokumen yang 

meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Studi kepustakaan yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini yang diterapkan dengan mempelajari dan 

menganalisa secara sistematis bahan-bahan yang utamanya berkaitan dengan 

Pembatasan Kasasi dalam Tindak Pidana Ringan. 

 

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum 

Bahan hukum yang diperoleh akan dipaparkan secara keseluruhan yang 

dipilih sesuai dengan pokok permasalahan sehingga dapat memberikan gambaran 

secara jelas, kemudian diterangkan dari hal bersifat umum hingga dikerucutkan 

sampai hal bersifat khusus dan ditarik kesimpulan sehingga menjawab persoalan 

yang ada. Analisis yang digunakan yaitu deskriptif dan deduktif. 
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1.6 Pertanggungjawaban Sistematika 

Sistematika Penulisan pada judul skripsi ini bahwa di dalam penulisan 

skripsi ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Maka skripsi disusun dalam 4 

(empat) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini akan menguraikan latar belakang masalah. Permasalahan dan ruang lingkup 

penelitian, Tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, konseptual, 

sistematika penulisan, dan metode penelitian. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Bab ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan dalam 

membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan di teliti. Bab ini 

berisikan pengertian kasasi, tindak pidana ringan, dan hak asasi manusia. 

Bab III Pembahasan 

Merupakan bab yang memuat hasil-hasil penelitian dan pembahasan serta jawaban 

dari pokok permasalahan yaitu, mengenai pembatasan kasasi dalam tindak pidana 

ringan. 

Bab IV Penutup 

Merupakan bab yang berisikan hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti 

berupa kesimpulan dan saran dari penulis terhadaap permasalahan yang telah 

dibahas. 

 

 


